
BUPATI KEBUMEN 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 
NOMOR 7! TAHUN 201 3 

TENTANG 

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan 
pelayanan yang berkualitas dalam Bidang Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat, perlu menyusun 
penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­
undangan; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 22); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN 
TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA 
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut SPM Bidang 
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah standar 
pelayanan tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Daerah. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam 

memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 

7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah perencanaan jumlah 
keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat­
alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, dan 
intra uterine device. 

8. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan 
yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang 
layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 
selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan 
masyarakat dan lingkungan. 

BAB II 
SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

Pasal 2 

( 1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera berdasarkan SPM Bidang Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera. 

(2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera dengan indikator: 
1. cakupan pasangan usia subur yang usia istrinya dibawah 20 (dua 

puluh) tahun; 
2. cakupan sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta program 

KB aktif; 
3. pasangan usia subur yang ingin melaksanakan program KB tidak 

terpenuhi (Unmet Need); 
4. cakupan anggota Bina Keluarga Balita yang melaksanakan program KB; 
5. cakupan pasangan usia subur peserta program KB anggota usaha 

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang melaksanakan 
program KB; 

6. rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga 
Berencana l(satu) Petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan;dan 

7. rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana 1 (satu) petugas di setiap 
desa/ kelurahan. 

b. Penyediaan alat obat dan kontrasepsi dengan indikator cakupan 
penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 
masyarakat 30% setiap tahun; 

c. Penyediaan informasi dan data makro dengan indikator cakupan 
penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan 100% 
setiap tahun. 
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(3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis 
pelayanan dasar, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang 
hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Selain jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, 
karakteristik, dan potensi Daerah. 

BAB III 
PENGORGANISASIAN 

Pasal 4 

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 

Pasal 5 

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera sesuai SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan 
oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 

Pasal 6 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab 
kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM 
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan penerapan pencapaian 
target SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai waktu yang 
ditetapkan. 

Pasal 7 

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera sesuai SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang 
dibutuhkan. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 8 

(1) SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan 
merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah. 

(2) SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana 
dimaksud dalam perencanaan program pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai 
dengan pedoman/ standar teknis yang ditetapkan. 
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Pasal 9 

(1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu 
keberhasilan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Hubungan antara SPM serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 
Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

Diundangkan di Ke bumen 
pada tanggal 2~ Jun i 2'J 1 3 

SEKRE DAE RAH 
/; ~ KABUP BUMEN, 

i1-[ETO 
{,A ~ 

Ditetapkan di Kebumen 
padatanggal 2~ Jun i 2'J13 

BUPATI KEBUMEN, 

BUY AR WINARSO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2'J1 3 NOMOR 7~ 

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI 
OLEH ~AGIAN HUKUM 

<------·-----------~·' 
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Pasal 9 

(1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu 
keberhasilan pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sej ah tera se bagaimana tercan tum dalam Lam piran II yang meru pakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Hubungan antara SPM serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 
Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

Diundangkan di Ke bumen 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN, 

ADI PANDOYO 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 

BUPATI KEBUMEN, 

&,,;, 
BUYAR WINARSO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN NOMOR 


